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 ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019. 
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi   Pemilihan Umum RI Nomor : 151/PP.06-
Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kab. Musi Banyuasin Periode 2019-2024. 

 Bahwa Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/PK.01-
BA/1606/KPU-Kab/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim 
Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin. 

 Bahwa sesuai dengan huruf b di atas, susunan keanggotaan Tim Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Komisi   Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 
harus diubah. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman tersebut perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Ketua Komisi   Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin; 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 

ini adalah :  

Undang  –  Undang   Nomor   28   Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang  -  Undang   Nomor   17 Tahun   2003   Tentang   Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 
Undang  -  Undang   Nomor   01 Tahun   2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 
Undang  -  Undang   Nomor   15 Tahun   2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4400); 
Undang  -  Undang   Nomor   25 Tahun   2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang  -  Undang   Nomor   17 Tahun   2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4700); 



Undang  -  Undang   Nomor   05 Tahun   2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494); 
Undang  -  Undang   Nomor   7 Tahun   2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 
10.Peraturan Presiden Repiblik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan 
Umum; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 
Pemerintah; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 22 tahun 2008; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 37 Tahun 2010; 
Keputusan Komisi   Pemilihan Umum RI Nomor : 151/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin 
Periode 2019-2024; 
 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 
: 09/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :  
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

CATATAN : -          Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2021.  
- Lampiran 5 halaman.      
 

 

 

 


